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RINGKASAN 

Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Pembuatan 
Saluran Boxculvert di Wilayah Probolinggo pada PT Kereta Api Indonesia 
(Persero) Daop 9 Jember; Intan Novella Qurotul Aini, 140903101044; 2017: 67 
Halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas Jember. 
 Pajak merupakan elemen penting di dalam penerimaan suatu negara karena 

sebagian besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperoleh melalui 

penerimaan dari sektor pajak. Kontribusi pajak dalam meningkatkan penerimaan 

Negara sangat diperlukan, karena kebutuhan anggaran sangat besar. Contoh 

perusahaan sebagai wajib pajak dan wajib pungut pajak adalah PT Kereta Api 

Indonesia (Persero). PT Kereta Api Indonesia (Persero) adalah Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) yang dalam kegiatan usahanya dapat dikenai pungutan pajak. Salah 

satu kegiatan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan usahanya adalah pembuatan saluran boxculvert. Saluran boxculvert 

ditujukan untuk mengantisipasi terjadinya banjir. Banjir menyebabkan kereta api 

tidak bisa melintasi jembatan karena aliran listrik yang ada pada mesin kereta api 

bermasalah atau mengalami kerusakan. Selain itu juga bisa membahayakan 

keselamatan penumpang, karena jika kereta api melintas saat jembatan tertutup air 

dari aliran sungai, hal tersebut bisa menyebabkan anjloknya rel kereta atau roda 

kereta api lepas dari pijakan rel. 

 Untuk mewujudkan pembuatan saluran boxculvert diadakan kerja sama 

dengan salah satu vendor yang dipilih sebagai rekanan yang bergerak dibidang usaha 

jasa konstruksi. Kerjasama tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 40 

tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2008 yang 

dikenakan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) dari nilai kontrak jasa konstruksi. 

Setelah dilakukan lelang, maka yang terpilih sebagai rekan vendor adalah PT Ergates 

Citra Mandiri. 
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 Tujuan dari kegiatan Praktik Kerja Nyata ini adalah untuk menyelesaikan 

Laporan Tugas Akhir penulis dan untuk mengetahui prosedur pemungutan pajak 

penghasilan pasal 4 ayat (2) atas pembuatan saluran boxculvert pada PT Kereta Api 

Indonesia (Persero) Daop 9 Jember. Adapun kegiatan dalam PKN meliputi: (a) 

membantu tugas administrasi keuangan; (b) mempelajari materi terkait dengan PPh 

Pasal 4 ayat (2) usaha jasa konstruksi pembuatan saluran boxculvert wilayah 

Probolinggo pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember. Pajak yang 

telah dipungut oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember disetor ke 

Bank Persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan dilaporkan ke 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember dengan menggunakan Surat Setoran Pajak 

(SSP), daftar bukti pemotongan dan bukti potong. 

 Kesimpulan dari Praktik Kerja Nyata di PT Kereta Api Indonesia (Persero) 

Daop 9 Jember atas prosedur pemungutan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) yang 

terdiri dari prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 

4 ayat (2) atas jasa konstruksi pembuatan saluran boxculvert wilayah Probolinggo 

telah sesuai dengan dasar hukum perpajakan yang berlaku. Dalam melaksanakan 

kewajiban perpajakannya, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember selalu 

tepat waktu dan tidak pernah terlambat. 

(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor: 1097/UN 25.1.2/SP/2017, Program 

Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik, Universitas Jember) 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang 

tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk 

yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas (Mardiasmo,2016:03). Pajak 

merupakan elemen penting di dalam penerimaan suatu Negara karena sebagian besar 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperoleh dari penerimaan sektor 

pajak. Ada 2 fungsi pajak antara lain sebagai fungsi anggaran (budgetair) dan fungsi 

mengatur (regulerned). Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi 

pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, salah satu contoh adalah 

penyediaan barang dan jasa publik serta pembangunan struktur maupun infrastruktur. 

Yang kedua ialah pajak berfungsi sebagai pengatur yang memiliki arti yaitu mengatur 

atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, 

sebagai contoh pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk 

mengurangi mengkonsumsi minuman keras dan pajak yang tinggi dikenakan terhadap 

barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif (Mardiasmo, 

2016:04).   

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak 

Penghasilan, yang terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang mengatur 

tentang pemotongan pajak atas peghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau 

kegiatan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi. Kedua PPh pasal 22 

yang berisi tentang peraturan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan 

yang dipungut sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang oleh 

bendaharawan pemerintah dan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang 

lain. Ketiga PPh pasal 23 yang mengatur tentang pemotongan pajak atas penghasilan  
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yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang 

berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah 

dipotong sebagaimana yang dimaksud PPh Pasal 21. Keempat adalah Pajak 

Penghasilan Pasal 4 ayat (2) merupakan pajak penghasilan yang pemotongannya 

bersifat final, sehingga pemotongan pajak tersebut tidak dapat dikreditkan. Objek 

penghasilan yang dikenai PPh pasal 4 ayat (2) adalah penghasilan berupa bunga 

deposito dan tabungan lainnya, bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi orang 

pribadi, penghasilan berupa hadiah undian, penghasilan dari transaksi saham dan 

sekuritas lainnya, penghasilan dari transaksi pengalihan harta dan atau bangunan, 

penghasilan sehubungan dengan jasa usaha konstruksi dan penghasilan dari 

persewaan tanah dan atau bangunan.  

 Negara memiliki wewenang penuh dalam mengenakan pajak terhadap warga 

negaranya, baik Orang Pribadi, Badan termasuk Badan Usaha Tetap (BUT) atau 

badan lain yang bukan warga negara Indonesia yang telah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 36 tahun 2008. Salah satu contoh perusahaan sebagai wajib pajak dan 

wajib pungut pajak adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang bergerak dibidang 

transportasi umum. PT Kereta Api Indonesia (Persero) adalah Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN)  yang menyediakan jasa angkutan, dalam kegiatan usahanya dikenai 

pungutan pajak, sehingga PT Kereta Api Indonesia (Persero) wajib mendaftarkan diri 

untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan dikukuhkan sebagai 

Pengusaha Kena Pajak (PKP). 

 PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 9 Jember atau disingkat 

dengan Daop 9 Jember adalah salah satu daerah operasi perkeretaapian Indonesia, di 

bawah lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang berada di bawah Direksi 

PT Kereta Api Indonesia (Persero) dipimpin oleh seorang kepala Daerah Operasi 

(Kadaop) yang berada di bawah  dan bertanggung jawab kepada Direksi PT Kereta 

Api Indonesia (Persero). PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember 

merupakan wilayah kerja PT KAI yang berada di ujung timur Pulau Jawa dan 

berpusat di Jember http://www.skyscrapercity.com (Diakses pada 01 Mei 2017).  
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 Pemilihan objek di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember 

dikarenakan PT Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan satu-satunya Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) perkeretaapian Indonesia. Ada empat daerah yang 

termasuk di dalam Daerah Operasional 9 Jember, yaitu Jember, Banyuwangi, 

Lumajang, dan Probolinggo. PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai perusahaan 

yang dimiliki sepenuhnya oleh negara secara konsisten menerapkan prinsip 

transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab kemandirian, dan profesionalisme dalam 

mengelola menjalankan bisnisnya dengan tetap berpedoman pada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) 

di PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai suatu sistem dan struktur untuk 

mengatur bagaimana perusahaan dikelola bertujuan untuk meningkatkan daya saing 

dan keberlanjutan usaha. Dengan adanya pembagian fungsi, hak, kewajiban, dan 

tanggung jawab pihak yang berkepentingan secara jelas memberikan landasan untuk 

kepastian seluruh proses dan mekanisme dilakukan, baik untuk mencapai tujuan 

perusahaan serta mencegah penyimpangan dan risiko yang dapat mengakibatkan 

kegagalan pencapaian tujuan perusahaan https://kai.id/ (Diakses pada 02 Mei 2017). 

Pada tahun 2012, PT Kereta Api Indonesia (Persero) mendapat anugerah untuk 

inovasi optimalisasi kontribusi sebagai BUMN inovatif terbaik (best of the best) dari 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Terutama di bidang perpajakan, PT Kereta Api 

Indonesia (Persero) sangat memberikan kontribusi besar dalam penerimaan negara.

 Pajak penghasilan final adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar 

pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau dieproleh selama tahun 

berjalan. Pembayaran, pemotongan, atau pemungutan pajak penghasilan final yang 

dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri bukan merupakan pembayaran 

dimuka atas PPh terutang akan tetapi merupakan pelunasan PPh terutang atas 

penghasilan tersebut, sehingga wajib pajak dianggap telah melakukan pelunasan 

kewajiban pajaknya. Pengenaan PPh Final mengandung arti bahwa atas penghasilan 

yang diterima atau diperoleh akan dikenakan PPh dengan tarif tertentu dan dasar 

pengenaan pajak tertentu pada saat penghasilan tersebut diterima atau diperoleh. PPh 
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yang dikenakan, baik yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri, bukan 

merupakan pembayaran di muka atas PPh terutang tetapi sudah langsung melunasi 

PPh terutang untuk penghasilan tersebut. Dengan demikian, penghasilan yang 

dikenakan PPh Final tidak akan dihitung lagi PPh nya di SPT Tahunan untuk 

dikenakan tarif umum bersama-sama dengan penghasilan lainnya. PPh yang sudah 

dipotong atau dibayar tersebut juga bukan kredit pajak di SPT Tahunan. Beberapa 

jenis penghasilan yang dikenakan dengan pemotongan pajak final PPh pasal 4 ayat 

(2), maka penulis memilih usaha jasa konstruksi dikarenakan PT Kereta Api 

Indonesia (Persero) Daop 9 Jember pada tahun  2016 melakukan banyak kerjasama 

dengan para rekan vendor dalam usaha jasa konstruksi. Di dalam tarifnya pun lebih 

mudah dipahami dan dimengerti hanya tarif dikalikan dengan jumlah jasa. 

 Boxculvert adalah beton bertulang pra cetak yang berbentuk segi empat 

mempunyai spigot dan socket. Fungsi dari spigot dan socket adalah dimana 

boxculvert kedap terhadap masuknya air tanah atau eksfiltrasi, yang akan tetap 

menyatu walaupun terjadi pergeseran tanah. Kegunaan boxculvert pada umumnya 

digunakan pada saluran drainase ukuran besar seperti pada jembatan. Dalam kata lain, 

boxculvert adalah gorong-gorong beton yang dibentuk di pabrik ataupun sebagian 

besar bisa di cor ditempat, bentuk ukuran maupun dimensi boxculvert tergantung dari 

debit air yang di alirkan terhadap boxculvert tersebut. Boxculvert bisa berbentuk 

trapesium, persegi, maupun bulat www.ilmutekniksipilindonesia.com (Diakses pada 

02 Mei 2017).  

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan kegiatan usahanya PT Kereta Api 

Indonesia (Persero) Daop 9 Jember membuat saluran boxculvert, hal tersebut 

dilakukan untuk meminimalisir masuknya sampah maupun kontak dengan benda di 

atasnya sehingga aliran air bisa lebih lancar mengalir. Pembebanan boxculvert tentu 

memperhatikan beban lalu lintas dan beban truk, karena fungsi dari boxculvert adalah 

saluran yang bisa dilewati oleh kendaraan ataupun saluran yang ditempatkan di 

bawah tekanan tanah atau lainnya. Setelah tahapan perhitungan dimensi saluran 

selesai dibuat, maka tahap selanjutnya adalah menghitung kekuatan struktur dari 
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saluran tersebut dengan menggunakan spesifikasi beton dan baja tulangan tertentu 

sesuai dengan yang diinginkan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember.  

 Tahun 2016 PT Kereta Api Indonesia (Persero) melakukan kerjasama dengan 

salah satu vendor yang telah dipilih melalui lelang. Lalu, pemilihan vendor 

dimenangkan oleh PT Ergates Citra Mandiri karena menawarkan harga lebih murah 

dibandingkan dengan beberapa vendor lainnya. Setelah terjadi kesepakatan harga, 

maka PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember menerbitkan Surat Perintah 

Kerja (SPK) yang harus disepakati antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 

Jember dengan PT Ergates Citra Mandiri. Setelah pekerjaan finish 100%, maka pihak 

vendor mengirimkan nota tagihan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 

Jember yang harus dibayar. PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember 

menghitung Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) yang harus dibayarkan oleh PT 

Ergates Citra Mandiri. Jadi, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember yang 

menghitung, membayar, memotong, menyetor, dan melaporkan pajaknya. 

 Penulis mengangkat salah satu jenis usaha jasa konstruksi pembuatan saluran 

boxculvert bertujuan mengetahui prosedur awal sebelum dilakukan kerjasama antara 

pihak rekanan dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember hingga 

sampai pelaksanaan konstruksi pembuatan saluran boxculvert di wilayah 

Probolinggo. Kata boxculvert memang asing ditelinga orang awam yang tidak 

mengerti apa itu boxculvert, fungsi, dan kegunaannya. Jadi, disini penulis ingin 

memaparkan lebih jauh tentang saluran boxculvert sampai pemungutan pajak 

penghasilan 4 ayat (2) atas jasa usaha konstruksi secara jelas. Pembuatan saluran 

boxculvert bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya banjir. 

 Berdasarkan uraian yang telah disampaikan penulis tertarik mengangkat judul: 

Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas Pembuatan 

Saluran Boxculvert Wilayah Probolinggo pada PT Kereta Api Indonesia 

(Persero) Daop 9 Jember. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam laporan 

ini adalah mengetahui bagaimana prosedur pemungutan PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa 

konstruksi pembuatan saluran boxculvert di wilayah Probolinggo pada PT Kereta Api 

Indonesia (Persero) Daop 9 Jember.  

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Nyata (PKN) 

1.3.1 Tujuan Praktik Kerja Nyata (PKN) 

         Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, adapun tujuan 

pelaksanaan Praktik Kerja Nyata (PKN), yaitu: 

a. mengetahui dan memahami secara langsung Prosedur Pemungutan Pajak 

Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas Pembuatan Saluran Boxculvert di Wilayah 

Probolinggo pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember; 

b. memperoleh pengalaman di lapangan pekerjaan yang berkaitan dengan 

administrasi perpajakan khususnya Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2; 

1.3.2 Manfaat Praktik Kerja Nyata (PKN) 

a. menambah pengetahuan dan wawasan serta gambaran yang lebih jelas tentang 

Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas Pembuatan Saluran 

Boxculvert Wilayah Probolinggo pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 

Jember; 

b. memperoleh pengalaman kerja dan meningkatkan keterampilan khususnya yang 

berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Pajak 

 Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat 

atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara 

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (pasal 1 ayat 1 UU 

KUP).  

 Sedangkan pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro,S.H. dalam 

Resmi (2014:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) 

yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 

umum. Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi pajak adalah peralihan 

kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin 

dan “surplus”-nya digunakan untuk membiayai public investment. 

 Sedangkan pengertian pajak menurut S.I. Djajadiningrat dalam Resmi 

(2014:1-2), pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke 

kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang 

memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan 

yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbale balik 

dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Definisi 

tersebut kemudian disempurnakan menjadi pajak adalah prestasi yang dipaksakan 

sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang 

ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata 

digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. 
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Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur: 

a. iuran dari rakyat kepada negara. 

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang 

(bukan barang); 

b. berdasarkan undang-undang. 

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan 

pelaksanaannya; 

c. tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat 

ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi 

individual oleh pemerintah; 

d. digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

2.1.1 Fungsi Pajak 

 Menurut Mardiasmo (2016:4) ada dua fungsi pajak, yaitu: 

a. fungsi anggaran (budgetair) 

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluarannya; 

b. fungsi mengatur (regulerned) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan 

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 

Contoh: 

1) pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi 

konsumsi minuman keras; 

2) pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk 

mengurangi gaya hidup konsumtif. 
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2.1.2 Pengelompokkan Pajak 

 Mardiasmo (2016:7-8) pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok sebagai 

berikut: 

a. Menurut golongannya 

1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan 

tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

 Contoh: Pajak Penghasilan. 

2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau 

dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai. 

Untuk membedakan pajak langsung dan pajak tidak langsung, dapat dilihat 

adanya 3 unsur, yaitu: 

a) penanggung jawab pajak (tax payer), adalah orang yang secara formil 

yuridis diharuskan melunasi pajak, bila padanya terdapat faktor atau 

kejadian yang menimbulkan sebab untuk dikenakan pajak; 

b) penanggung pajak adalah orang yang dalam faktanya dalam arti ekonomis 

memikul beban pajak; 

c) pemikul beban pajak adalah orang yang menurut maksud pembuat Undang-

Undang harus memikul beban pajak (destinaris). 

b. Menurut sifatnya 

1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, 

dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

Contoh: Pajak Penghasilan. 

2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 

memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 

c. Menurut lembaga pemungutannya 

1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan 

untuk membiayai rumah tangga negara. 
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Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah, dan Bea Materai. 

2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 

Pajak Daerah terdiri atas: 

a) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor; 

b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak 

Hiburan. 

2.1.3 Tata Cara Pemungutan Pajak 

 Menurut Mardiasmo (2016:8-10) terdapat tiga tata cara pemungutan pajak, 

yaitu: 

a. Stelsel Pajak 

Terdapat 3 stelsel pemungutan pajak terdiri atas: 

1) Stelsel nyata (riel stelsel) 

Pengenaan pajak berdasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga 

pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah 

penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai 

kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak 

yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru 

dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui). 

2) Stelsel anggapan (fictieve stelsel) 

Pengenaan pajak berdasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-

undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun 

sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya 

pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah 

pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir 

tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan 

pada keadaan yang sesungguhnya. 
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3) Stelsel campuran 

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. 

Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, 

kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang 

sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada 

pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, 

jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali. 

b. Asas Pemungutan Pajak 

1) Asas domisili (asas tempat tinggal) 

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang 

bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam 

maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri. 

2) Asas sumber 

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di 

wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. 

3) Asas kebangsaan 

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. 

c. Sistem Pemungutan Pajak 

1) Official Assessment System 

adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah 

(fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 

Ciri-cirinya adalah: 

a) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus; 

b) wajib pajak bersifat pasif; 

c) utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. 

2) Self Assessment System 

adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. 

Ciri-cirinya adalah: 
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a) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib 

Pajak sendiri; 

b) wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan 

sendiri pajak yang terutang; 

c) fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

3) With holding System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk 

memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 

Ciri-cirinya adalah wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang 

ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. 

2.1.4 Tarif Pajak 

  Menurut Mardiasmo (2016:11-12) ada 4 macam tarif pajak, yaitu: 

a. Tarif sebanding/proporsional 

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak 

sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya  nilai yang 

dikenai pajak. 

Contoh: 

Untuk penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam daerah pabean akan 

dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%. 

b. Tarif tetap 

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai 

pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. 

Contoh: 

Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal 

berapapun adalah Rp 3.000,00. 

c. Tarif progresif 

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak 

semakin besar. 
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Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi 

dalam negeri, tarif progresif antara lain: 

1) sampai dengan Rp 50.000.000 tarif yang dikenakan sebesar 5%; 

2) di atas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000 tarif yang dikenakan 

sebesar 15%; 

3) di atas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000 tarif yang dikenakan 

sebesar 25%; 

4) di atas Rp 500.000.000 tarif yang dikenakan sebesar 30%; 

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi: 

1) Tarif progresif progresif :kenaikan persentase semakin besar 

2) Tarif progresif tetap :kenaikan persentase tetap 

3) Tarif progresif degresif :kenaikan persentase semakin kecil 

d. Tarif degresif 

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak 

semakin besar. 

2.2 Pajak Penghasilan 

  Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) 

berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami 

perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. 

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dibebankan atas penghasilan perorangan, 

perusahaan atau badan hukum lainnya. Mardiasmo (2016:163) menyatakan bahwa 

Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan 

terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau 

diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak dikenai pajak apabila menerima atau 

memperoleh penghasilan yang disebut sebagai Wajib Pajak. Wajib pajak dikenai 

pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau 

dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila 

kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. 
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2.2.1 Subjek Pajak Penghasilan dan Wajib Pajak 

  Menurut (Mardiasmo, 2016:163164) yang menjadi subjek pajak adalah: 

a. 1) orang pribadi; 

 2) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak; 

b. badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, 

BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana 

pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial 

politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk 

kontrak investasi kolektif; 

c. bentuk usaha tetap (BUT), adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang 

pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di 

Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. 

  Subjek pajak dapat dibedakan menjadi: 

a. Subjek Pajak dalam negeri yang terdiri dari: 

1) Subjek Pajak orang pribadi, yaitu: 

a) orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 

183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam 

jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau 

b) orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan 

mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia. 

2) Subjek Pajak badan, yaitu: 

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit 

tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria: 

a) pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b) pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

c) penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau 

Pemerintah Daerah; dan 

d) pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. 
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3) Subjek Pajak warisan, yaitu: 

warisan yang belum dibagi sebagai salah satu kesatuan, menggantikan yang 

berhak. 

b. Subjek Pajak luar negeri yang terdiri dari: 

1) orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang 

berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari 

dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan 

tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau 

melaksanakan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan 

2) orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang 

berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari 

dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan 

tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau 

memperoleh penghasilan dari Indonesia, yang dapat menerima atau 

memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau 

melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. 

Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah 

menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak 

Kena Pajak (PTKP). Subjek pajak badan dalam negeri menjadi Wajib Pajak sejak 

saat didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri baik 

orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi Wajib Pajak karena menerima 

dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima 

dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk 

usaha tetap di Indonesia. Dengan perkataan lain, Wajib Pajak adalah orang pribadi 

atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. 
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2.2.2 Objek Pajak Penghasilan 

  Berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, 

penghasilan yang termasuk objek pajak adalah: 

a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima 

atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, 

gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan 

lain dalam Undang-Undang ini; 

b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan; 

c. laba usaha; 

d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: 

1) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan 

lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; 

2) keuntungan karena pengalihan harta pengalihan harta kepada pemegang 

saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persektuan, dan badan 

lainnya; 

3) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, 

pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama lain dan 

dalam bentuk apapun; 

4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, 

kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 

satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk 

yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, 

yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, 

sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau 

penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan 

5) keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak 

penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam 

perusahaan pertambangan; 
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e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan 

pembayaran tambahan pengembalian pajak; 

f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian 

utang; 

g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha 

koperasi; 

h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak; 

i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 

j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 

k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu 

yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; 

l. keuntungan selisih kurs mata uang asing; 

m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 

n. premi asuransi; 

o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari 

Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; 

p. tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan 

pajak; 

q. penghasilan dari usaha berbasis syariah; 

r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur 

mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan 

s. surplus Bank Indonesia. 

Penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi: 

a. penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti 

gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaries, aktuaris, akuntan, 

pengacara, dan sebagainya; 

b. penghasilan dari usaha atau kegiatan; 
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c. penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, dividen, 

royalty, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya; 

d. penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke 

dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan di atas, seperti: 

1) keuntungan karena pembebasan utang; 

2) keuntungan karena selisih kurs mata uang asing; 

3) selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 

4) hadiah undian. 

Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri, yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan 

baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan bagi 

Wajib Pajak Luar Negeri, yang menjadi objek pajak hanya penghasilan yang 

berasal dari Indonesia saja. 

2.2.3 Tidak Termasuk Objek Pajak 

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan 

pasal 4 ayat (2) yang tidak termasuk objek pajak adalah: 

a.  1) bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat 

atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan 

yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan 

yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang 

diterima oleh lembaga kegamaan yang dibentuk atau disahkan oleh 

pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, 

ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan 

2) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan 

lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial 

termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha 

mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, 

pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang 

bersangkutan; 
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b.  warisan; 

c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham 

atau sebagai pengganti penyertaan modal; 

d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima 

atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau 

Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang 

dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma 

penghitungan khusus (deemed profit); 

e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan 

asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan 

asuransi beasiswa; 

f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai 

Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan 

usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan 

bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: 

1) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan 

2) bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik 

daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang 

memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah 

modal yang disetor; 

g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah 

disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun 

pegawai; 

h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana 

dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan 

Keputusan Menteri Keuangan; 

i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer 

yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, 
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firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi 

kolektif; 

j. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa 

bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha 

atau kegiatan di Indonesia, dengan sayarat badan pasangan usaha tersebut: 

1) merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan 

kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau beradasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan; dan 

2) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek Indonesia; 

k. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih 

lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 

l. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang 

bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan 

pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang 

ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan 

dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 

(empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih terssebut, yang ketentuannya diatur 

lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan 

m. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut 

dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) 

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) 

   Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) pengertian pajak 

penghasilan pasal 4 ayat (2) adalah pajak penghasilan yang dikenakan pada wajib 

pajak pada saat menerima penghasilan, penghasilan tersebut berupa penghasilan 

bunga deposito atau tabungan lainnya, penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya, 

bunga atau diskonto obligasi dan surat berharga atas penghasilan bunga obligasi, 

penghasilan atas hadiah undian, penghasilan atas persewaan tanah dan/atau 
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bangunan, penghasilan atas jasa konstruksi, bunga simpanan yang dibayarkan oleh 

koperasi kepada anggota wajib pajak orang pribadi, dividen yang diterima atau 

diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. 

  Pajak penghasilan yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak 

penghasilan Nomor 36 tahun 2008, untuk penghasilan-penghasilan tertentu yang 

ditetapkan Peraturan Pemerintah. Dalam keseharian lebih dikenal dengan sebutan 

singkat PPh Final karena memang hampir seluruhnya bersifat final. Pengertian final 

dalam konteks PPh final ini adalah Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh 

penghasilan tersebut tidak perlu menghitung lagi PPh yang terutang atas penghasilan 

tertentu di SPT Tahunan PPh. Pelunasan PPh-nya harus dilakukan pada setiap bulan 

saat penghasilan tersebut diterima atau diperoleh. Tata cara pelunasannya bisa 

melalui pemotongan oleh pemberi penghasilan atau harus disetor sendiri oleh Wajib 

Pajak penerima penghasilan. 

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) 

  Menurut (Pohan, 2013:164-173) dasar hukum pajak penghasilan pasal 4 ayat 

(2) adalah sebagai berikut: 

a. diskonto atau bunga obligasi yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan 

perdagangannya di bursa efek yang dimaksud adalah obligasi korporasi dan 

obligasi pemerintah atau surat utang negara berjangka lebih dari satu tahun, yang 

diperdagangkan dan atau dilaporkan perdagangannya di bursa efek Indonesia. Hal 

ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2002; 

b. penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek atas penghasilan yang 

diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham 

di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan yang bersifat final. Hal ini diatur dalam 

Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 yang telah diubah menjadi Peraturan 

Pemerintah No. 14 tahun 1997; 

c. bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang 

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 131 tahun 2000; 
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d. penghasilan berupa hadiah atas undian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 132 tahun 2000; 

e. penghasilan atas sewa tanah dan/atau bangunan yang diatur dalam Peraturan 

Pemerintah No. 29 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002; 

f. penghasilan dari usaha jasa konstruksi, ketentuan mengenai jasa konstruksi di 

tahun 2009 diatur dengan PP No. 51 tahun 2008 yang diterbitkan tanggal 20 Juli 

2008 jo PP No. 40 tahun 2009, namun berlaku surut sejak Januari 2008. Dengan 

terbitnya PP No. 51 tahun 2008 ini, atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi, 

dikenai PPh final; 

g. penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 1994 yang telah diubah menjadi 

Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2008; 

h. dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri 

dimuat dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2009 dan Peraturan Menteri 

Keuangan No.111/PMK.03/2010 tentang tata cara pemotongan, penyetoran dan 

pelaporan PPh atas dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang 

pribadi dalam negeri; 

i. bunga dan/atau diskonto obligasi dan Surat Berharga Negara (SBN) yang diatur 

dalam Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2009 jo. PMK No. 85/PMK.03/2009; 

j. bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang 

pribadi yang diatur dalam PMK No. 85/PMK.03/2008; 

k. penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan atau wajib 

pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu yang diatur dalam 

Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013. 
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2.3.3 Subyek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) 

 Menurut (Resmi, 2014:154-167) subyek pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) 

adalah sebagai berikut: 

a. orang pribadi atau badan dalam negeri serta bentuk usaha tetap yang menerima 

penghasilan atas bunga tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI); 

b. orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek; 

c. orang pribadi atau badan dalam negeri dan luar negeri serta bentuk usaha tetap 

yang menerima bunga obligasi termasuk diskonto obligasi; 

d. orang pribadi atau badan yang menerima hadiah undian; 

e. orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari 

persewaan tanah dan/atau bangunan; 

f. penyedia jasa konstruksi yaitu orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha 

tetap yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai 

perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, pengawas konstruksi maupun sub-

subnya; 

g. orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas 

tanah dan/atau bangunan; 

h. orang pribadi sebagai anggota koperasi yang mempunyai simpanan di koperasi 

tersebut dan memperoleh atau menerima bunga atas simpanannya; 

i. orang pribadi dalam negeri yang bertindak sebagai pemegang saham suatu 

perseroan, pemegang polis suatu perusahaan asuransi, dan anggota koperasi yang 

menerima sisa hasil usaha. 

2.3.4 Obyek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) 

 Menurut (Pohan, 2013:164) obyek pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) adalah 

sebagai berikut: 

a. diskonto/bunga obligasi dan surat utang negara; 

b. penghasilan dari transaksi penjualan saham, obligasi dan sekuritas lainnya yang 

diperdagangkan di bursa efek; 

c. bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI; 
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d. penghasilan berupa hadiah atas undian; 

e. penghasilan atas sewa tanah dan/atau bangunan; 

f. penghasilan dari usaha jasa konstruksi; 

g. penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan; 

h. dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri; 

i. bunga dan/atau diskonto obligasi dan surat berharga negara (SBN); 

j. bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang 

pribadi; 

k. penghasilan atas dividen yang diterima oleh WP orang pribadi dalam negeri; 

l. penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki 

peredaran bruto tertentu. 

2.3.5 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) 

  Menurut (Pohan, 2013:164-173) tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) 

 adalah sebagai berikut: 

a. Dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2002 dalam diskonto atau bunga 

obligasi yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya di bursa 

efek tarif pemotongan PPh yaitu: 

1) 20% bagi Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) dan Bentuk Usaha Tetap 

(BUT); 

2) 20% atau sesuai tarif dalam P3B, bagi wajib pajak penduduk atau yang 

berkedudukan di luar negeri. 

Dasar Pengenaan pemotongan PPh yaitu: 

1) bunga obligasi dengan kupon: jumlah bruto bunga sesuai dengan masa 

kepemilikan obligasi; 

2) diskonto obligasi dengan kupon: selisih harga jual atau nilai nominal di 

atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk kupon berjalan; 

3) diskonto obligasi tanpa bunga: selisih lebih harga jual atau nilai nominal di 

atas harga perolehan obligasi. 
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b. dalam Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 yang telah diubah menjadi 

Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1997 dalam penghasilan dari transaksi 

penjualan saham di bursa efek, besarnya Pajak Penghasilan yaitu: 

1) 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan; 

2) Saham pendiri dikenai tambahan PPh sebesar 0,5% (setengah persen) dari 

nilai saham perusahaan pada saat penutupan bursa di akhir tahun 1995; 

3) Dalam hal saham perusahaan diperdagangkan di bursa efek setelah 1 

Januari 1997, nilai saham sebagai dasar pengenaan tariff 0,5% ditetapkan 

sebesar harga saham pada saat penawaran umum perdana. 

c. dalam Peraturan Pemerintah Nomor 131 tahun 2000 dalam bunga deposito dan 

tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI), besarnya Pajak 

Penghasilan yaitu: 

1) 20% dari jumlah bruto; 

2) bunga yang diterima dari deposito atau tabungan ditempatkan di luar negeri 

melalui bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di 

Indonesia; 

3) dikecualikan dari pemotongan ini: 

a) bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto SBI sepanjang 

sejumlah deposito dan tabungan serta SBI tidak melebihi Rp 

7.500.000 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah; 

b) diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang 

bank luar negeri di Indonesia; 

c) diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya disahkan 

Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber 

pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 UU No. 11 tahun 

1992 tentang dana pensiun; 

d) Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka 

pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kaveling siap 

dibangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah 
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susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dihuni 

sendiri; 

d. peraturan Pemerintah Nomor 132 tahun 2000 penghasilan berupa hadiah atas 

undian, besarnya Pajak Penghasilan yaitu: 

1) 25% dari jumlah bruto hadiah undian; 

2) yang wajib memotong atau memungut PPh adalah penyelenggara undian; 

e. peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 penghasilan atas sewa tanah 

dan/atau bangunan yang diatur, besarnya Pajak Penghasilan yaitu: 

1) bagi orang pribadi dan badan adalah 10% dari jumlah bruto; 

f. PP No. 51 tahun 2008 atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi, dikenai PPh 

final penghasilan dari usaha jasa konstruksi, besarnya Pajak Penghasilan yaitu: 

Tabel 2.1 Tarif PPh atas jasa konstruksi (final) 

No. Jenis Kegiatan Kualifikasi Tarif 

1. Pelaksana 

Konstruksi 

Kualifikasi usaha kecil 2% 

2. Pelaksana 

Konstruksi 

Tidak memiliki kualifikasi 

usaha 

4% 

3. Pelaksana 

Konstruksi di luar 

angka 1 dan 2 

Kualifikasi usaha menengah 

dan besar 

3% 

4. Perencanaan dan 

pengawasan 

konstruksi 

Memiliki kualifikasi 4% 

        Bersambung 
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        Sambungan 

No. Jenis Kegiatan Kualifikasi Tarif 

5.. Perencanaan dan 

pengawasan 

konstruksi 

Tidak memiliki kualifikasi 6% 

Sumber: Mardiasmo (2016:324) 

g. Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 1994 yang telah diubah menjadi Peraturan 

Pemerintah No. 71 tahun 2008 penghasilan dari pengalihan hak atas tanah 

dan/atau bangunan, besarnya PPh yaitu: 

1) 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan; 

2) 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan atas pengalihan hak atas rumah 

sederhana dan rumah susun sederhana dilakukan oleh wajib pajak yang 

usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan; 

h. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan 

No.111/PMK.03/2010 dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang 

pribadi dalam negeri, besarnya Pajak Penghasilan yaitu: 

1) 10% dari jumlah bruto dan bersifat final atas penghasilan berupa dividen 

(dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan 

asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi) 

yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. 

2.4  Pengertian Jasa Konstruksi 

2.4.1 Pengertian Jasa Konstruksi 

  Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun  2008 sebagaimana telah 

disempurnakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2009 dan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 (Sriti, 2014:160), pengertian jasa 

konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, 

layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi 

pengawasan pekerjaan konstruksi. 
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2.4.2 Jenis Pekerjaan Konstruksi 

  Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun  2008 sebagaimana telah 

disempurnakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2009 dan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 (Resmi, 2014:160), pekerjaan 

konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan 

dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, 

sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta 

kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. Jenis 

pekerjaan konstruksi sebagai berikut: 

a. perencanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan 

yang dinyatakan ahli yang professional di bidang perencanaan jasa konstruksi 

yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan 

bangunan fisik lain; 

b. pelaksanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan 

yang dinyatakan ahli yang professional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi 

yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil 

perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di 

dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan 

dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan 

(engineering, procurement and construction) serta model penggabungan 

perencanaan dan pembangunan (design and build); 

c. pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan 

yang dinyatakan ahli yang professional di bidang pengawasan jasa konstruksi, 

yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan 

pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan; 

d. penyedia jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap, yang 

kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai perencana 

konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya. 
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2.4.3 Kualifikasi Jasa Usaha Konstruksi 

        Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nomor 11 Tahun 

2013 tentang registrasi usaha jasa perencana dan pengawas konstruksi menjelaskan 

bahwa: 

a.   untuk golongan usaha perorangan, memiliki kualifikasi grade 1, dengan batas 

nilai satu pekerjaan maksimal Rp 50.000.000,00; 

b. untuk golongan usaha kecil, memiliki kualifikasi grade 2, memiliki batas nilai 

satu pekerjaan Rp 0 sampai dengan Rp 300.000.000,00; 

c. untuk golongan usaha kecil, memiliki kualifikasi grade 3, memiliki batas nilai 

satu pekerjaan Rp 0 sampai dengan Rp 600.000.000,00; 

d. untuk golongan usaha kecil, memiliki kualifikasi grade 4, memiliki batas nilai 

satu pekerjaan Rp 1.000.000,00; 

e. untuk golongan usaha kecil menengah memiliki kualifikasi grade 5, memiliki 

batas nilai satu pekerjaan Rp 1.000.000,00 sampai dengan Rp 10.000.000,00; 

f. untuk golongan usaha besar kualifikasi grade 6, memiliki batas nilai satu 

pekerjaan Rp 1.000.000,00 sampai dengan Rp25.000.000.,00; 

g. untuk golongan usaha besar  memiliki kualifikasi grade 7, memiliki batas nilai 

satu pekerjaan Rp 1.000.000.000 sampai dengan tak terbatas. 

2.5 Akuntansi Pajak 

2.5.1 Pengertian Akuntansi Pajak 

 Menurut (Supriyanto, 2011:2-3) akuntansi pajak berasal dari dua kata yaitu 

akuntansi dan pajak. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, 

pengikhtisaran suatu transaksi keuangan dan diakhiri dengan suatu pembuatan 

laporan keuangan. Sedangkan pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut 

oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran ruti 

negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara 

langsung. Jadi, akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, 

pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan 

dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan 
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peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan 

Tahunan (SPT). 

2.5.2 Fungsi Akuntansi Pajak 

 Fungsi akuntansi pajak (Muljono, 2006:5) adalah mengolah data kuantitatif 

yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan 

perpajakan. Tujuan kuantitatif akuntansi pajak antara lain sebagai berikut: 

a. relevan 

laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus relevan, yaitu 

antara data yang dimiliki wajib pajak dengan adanya kewajiban ataupun hak 

yang timbul dalam kegiatannya dengan pekerjaan; 

b. dapat dimengerti 

laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus dapat dimengerti, 

baik oleh wajib pajak maupun oleh fiskus; 

c. daya uji 

laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus mempunyai daya 

uji, perhitungan yang dilakukan oleh wajib pajak akan menghasilkan angka yang 

sama apabila dilakukan oleh pihak lain; 

d. netral 

laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus netral, tidak 

memihak kepada wajib pajak atau pihak lain termasuk pihak Negara; 

e. tepat waktu 

laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus tepat waktu, 

sesuai dengan tahun takwim atau tahun buku yang dipergunakan oleh wajib 

pajak; 

f. daya banding 

laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus memiliki daya 

banding, terutama dengan peraturan perpajakan; 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


31 
 

g. lengkap 

laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus lengkap, tidak 

terdapat data yang terakumulasi dalam laporan keuangan. 

2.5.3 Jurnal Untuk Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) 

  Ketika perusahaan menerima penghasilan deposito, hadiah undian, dan 

lain-lain sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang, maka perusahaan 

akan dipotong Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2). Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 

(2) ini merupakan bersifat final sehingga nantinya tidak dapat dikreditkan 

dengan pajak terutang tahunan perusahaan. Oleh karena itu, ketika menerima 

penghasilan ini maka perusahaan akan mencatatnya sebagai biaya/pengeluaran 

biasa sebagai berikut: (Supriyanto,2011:68) 

Catatan PT Ergates Citra Mandiri: 

Kas     xxx 

  Pendapatan Usaha Jasa Konstruksi   xxx 

(mencatat penerimaan pendapatan usaha jasa konstruksi) 

Biaya PPh pasal 4 ayat (2) xxx 

  Kas        xxx 

(mencatat PPh pasal 4 ayat (2) yang dipungut) 

 

Catatan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember: 

Beban usaha jasa konstruksi xxx 

  Kas        xxx 

(mencatat pengeluaran untuk usaha jasa konstruksi) 

Kas     xxx 

  Hutang PPh pasal 4 ayat (2)   xxx 

(mencatat PPh pasal 4 ayat (2) yang dipungut) 

Hutang PPh pasal 4 ayat (2) xxx 

  Kas       xxx 

(mencatat penyetoran PPh pasal 4 ayat (2) yang dipungut) 
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA NYATA 

 

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata 

3.1.1 Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata 

 Praktik Kerja Nyata merupakan salah satu mata kuliah yang harus ditempuh 

sebagai syarat yang harus dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Diploma III 

Perpajakan untuk menyusun laporan Praktik Kerja Nyata dengan syarat menempuh 

minimal 108 SKS, yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli 

Madya (A.Md) Program Studi Diploma III Perpajakan. 

 Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata dilaksanakan dengan tujuan untuk 

mengimplementasikan ilmu-ilmu yang didapat di bangku kuliah dalam dunia kerja. 

Praktik Kerja Nyata dapat dilaksanakan pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN), atau perusahaan swasta. 

 Tahapan-tahapan yang dilakukan penulis dalam pengurusan kegiatan Praktik 

Kerja Nyata adalah sebagai berikut: 

a. Mahasiswa mendapat pembekalan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

mengenai persyaratan yang harus dipenuhi dalam Praktik Kerja Nyata. 

Mahasiswa yang memenuhi persyaratan Praktik Kerja Nyata diberikan 

kesempatan untuk memilih sendiri tempat Praktik Kerja Nyata (PKN) atau 

magang seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD) dan lain-lain yang berkaitan dengan perpajakan; 

b. Mendatangi instansi terkait untuk melalukan pendaftaran magang serta 

menanyakan apa saja syarat yang dibutuhkan; 

c. Mahasiswa membuat proposal permohonan Praktik Kerja Nyata (PKN) atau 

magang yang diserahkan kepada fakultas untuk mendapatkan surat pengantar 

magang yang selanjutnya akan diberikan kepada instansi; 
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d. Mahasiswa memberikan surat pengantar kepada instansi. Surat ditujukan kepada 

pimpinan instansi yang terlebih dahulu diserahkan kepada bagian dokumen. Lalu 

dari bagian dokumen diteruskan ke kepala instansi dalam hal ini diserahkan 

kepada Vice President PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember. 

Selanjutnya, approval surat pengantar magang diserahkan pada bagian SDM 

untuk dibuatkan surat balasan; 

e. Mahasiswa menerima surat balasan magang yang berisi mengenai kesediaan 

instansi menerima mahasiswa untuk melakukan kegiatan Praktik Kerja Nyata 

(PKN) atau magang. Kemudian surat balasan diserahkan kepada Fakultas untuk 

mendapatkan surat tugas; 

f. Mahasiswa selanjutnya menerima surat tugas dari Fakultas. Dari Fakultas 

mahasiswa mendapatkan dua surat tugas, yaitu surat tugas Praktik Kerja Nyata 

(PKN) atau magang serta surat tugas dosen supervisi; 

g. Mahasiswa melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN) atau magang pada 

instansi yang dituju. 

3.1.2 Tempat Praktik Kerja Nyata 

 Praktik Kerja Nyata dilaksanakan di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 

9 Jember yang beralamat di Jalan Dahlia Nomor 2 Jember dan ditempatkan pada 

Kantor Assisten Manager Keuangan dan Pajak. Bertugas melaksanakan menginput 

data-data keuangan dan pajak yang ada di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 

Jember serta melaporkan pemungutan pajak di KPP Pratama Jember. 

 Pada bagian Keuangan dan Pajak mengurusi pengurusan seputar Pajak 

Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak 

Penghasilan Pasal 4 ayat (2), Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Pertambahan 

Nilai. Selain pajak, pada bagian keuangan dan pajak juga mengurusi anggaran yang 

berhubungan dengan perusahaan. 
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3.1.3 Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata 

 Jadwal pelaksanaan Praktik Kerja Nyata sesuai dengan surat tugas yaitu 

dimulai dari tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan 17 April 2017. Adapun kegiatan 

Praktik Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam kerja di PT Kereta Api 

Indonesia (Persero) Daop 9 Jember, yaitu: 

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktik Kerja Nyata 

Hari Jam Kerja 

Senin – Kamis 08.00 – 12.00 

Jumat 08.00 – 11.00 

Sabtu Libur 

Sumber: PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember tahun 2017 
 

3.1.4 Kegiatan Selama Praktik Kerja Nyata 

 Pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember kegiatan setiap 

harinya dimulai pukul 08.00 WIB tanpa apel pagi. Sedangkan pada hari Jumat 

diadakan kegiatan rutin berolahraga seperti senam, jalan santai, maupun kerja bakti 

yang jadwal kegiatan setiap minggunya itu berubah. Adapun rincian dari kegiatan 

selama Praktik Kerja Nyata (PKN), yaitu: 

Tabel 3.2 Kegiatan Praktik Kerja Nyata 

No 
 

Jadwal 
Kegiatan 

Jenis Kegiatan 
 

Pengawas 
Kegiatan 

Hasil 
 

(a) (b) (c) (d) (e) 

1. Minggu Pertama 
15 Maret-21 
Maret 2017 

1.Penempatan 
serta 
perkenalan 
pada bagian 
Keuangan 
dan Pajak 
pada PT  

1. Assisten 
Manager 
Keuangan dan 
Pajak 

2. Pelaksana 
Keuangan dan  

1. Mengetahui   
Manager 
Keuangan, 
Assisten 
Manager 
Keuangan 
dan 

    Bersambung 
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Sambungan 

No. Jadwal 
Kegiatan 

Jenis Kegiatan Pengawas 
Kegiatan 

Hasil 

(a) (b) (c) (d) (e) 

  Kereta Api 
Indonesia 
(Persero) 
Daop 9 
Jember 

 
2.Konsultasi 

judul laporan 
PKN kepada 
Pembina  

 
3.Input SPT 

PPh 21 
pegawai 
tetap 

 
4.Laporan SPT 

PPh pasal 21 
ke KPP 
Pratama 
Jember 

 
5.Rekap faktur 

PPN 
Masukan 

 
6.Koreksi 

Rencana 
Anggaran 
Biaya (RAB)  

 

Pajak Pajak, serta 
Pelaksana 
Keuangan 
dan Pajak  

 
2.Memilih dan 

mempersiapk
an judul yang 
di pilih untuk 
TA 

 
3.Mengetahui 

cara 
menginput 
SPT PPh 21 
untuk 
pegawai 
tetap 

 
4.Mengetahui 

cara 
pelaporan 
SPT PPh 21 
ke KPP 
Pratama 
Jember 

 
5.Mengetahui 

cara merekap 
faktur PPN 
Masukan 
Bersambung 
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Sambungan 

No. Jadwal 
Kegiatan 

Jenis Kegiatan Pengawas 
Kegiatan 

Hasil 

(a) (b) (c) (d) (e) 

  7. Impor SPT 
PPh 21 
tahun pajak 
2014 

 6.Mengetahui 
cara 
mengkoreksi 
RAB 

 
7.Mengetahui 

cara 
memasukkan 
data impor 
SPT PPh 21 
melalui e-
SPT 

2 Minggu Kedua 
22 Maret-27 
Maret 2017 

1.Koreksi 
laporan 
pemeriksaan 
SPT PPh 21 
tahun 2014 

 
2.Koreksi 

Rencana 
Anggaran 
Biaya (RAB)  

 
3.Input NTPN 

PPh pasal 4 
ayat (2) atas 
sewa rumah 
dinas tahun 
2014 

 
4.Rekap RAB 

bulan 
Februari 
2014 

1.Bapak 
Hasanudin 
dan Bapak 
Wahyu 
sebagai 
pelaksana 
keuangan dan 
pajak  

1.Mengetahui 
bagaimana 
memeriksa 
laporan SPT 
PPh 21 

 
2.Mengetahui 

cara 
mengkoreksi 
RAB 

 
3.Mengetahui 

cara 
menginput 
NTPN PPh 
pasal 4 ayat 
(2) atas sewa 
rumah dinas 

 
4.Mengetahui 

cara 
mengkoreksi 
RAB 
Bersambung 
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Sambungan 

No. Jadwal 

Kegiatan 

Jenis Kegiatan Pengawas 

Kegiatan 

Hasil 

(a) (b) (c) (d) (e) 

3. Minggu Ketiga 
29 Maret-05 
April 2017 

1.Rekap 
Rencana 
Anggaran 
Biaya (RAB) 

 
2.Rekap PPh 

21 karyawan 
Daop 9 
Jember bulan 
Februari-
Maret 

 
3.Input faktur 

PPN 
Masukan PT 
Pertamina 
pada e-faktur 

 
4.Koreksi 

Rencana 
Anggaran 
Biaya (RAB) 

 
5.Input faktur 

PPN dengan 
menggunaka
n e-faktur 

  

1.Bapak 
Wahyu 
sebagai 
pelaksana 
keuangan 
dan pajak 

 
 
 
 
 
 
2.Bapak 

Hasanudin 
sebagai 
pelaksana 
keuangan 
dan pajak 

1.Mengetahui 
cara 
mengkoreksi 
RAB 

 
2.Mengetahui 

cara merekap 
PPh 21 
karyawan 
menggunaka
n e-SPT 

 
3.Mengetahui 

cara 
menginput 
faktur PPN 
Masukan PT 
Pertamina 
pada e-faktur 

 
4.Mengetahui 

cara 
mengkoreksi 
RAB 

 
5.Mengetahui 

cara 
menginput 
faktur PPN 
dengan 
menggunaka
n e-faktur 
Bersambung 
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Sambungan 

No. Jadwal 
Kegiatan 

Jenis Kegiatan Pengawas 
Kegiatan 

Hasil 

(a) (b) (c) (d) (e) 

4. Minggu 
Keempat 06 
April-17 
April 2017 

1.Koreksi 
Rencana 
Anggaran 
Biaya (RAB) 

 
2.Wawancara 

seputar 
materi tugas 
akhir dengan 
narasumber 

 
3.Laporan SPT 

PPh 23 ke 
KPP Pratama 
Jember 

 
4.Koreksi 

Rencana 
Anggaran 
Biaya (RAB) 

 
5.Wawancara 

seputar 
materi tugas 
akhir dengan 
narasumber 

1.Assisten 
Manager 
Keuangan 
dan Pajak 
Ibu Siti 
Chadidjah 

 

 

 

2.Pelaksana 
Keuangan 
dan Pajak 

-Bapak 
Hasanudin 

-Bapak 
Wahyu 

-Bapak Rizal 

1.Mengetahui cara 
mengkoreksi 
RAB 

 

2.Mengoptimalkan 
data-data yang 
akan diminta 
untuk bahan 
Tugas Akhir 

 
3. Mengetahui  

cara pelaporan 
SPT PPh 23 ke 
KPP Pratama 
Jember 
 

4.Mengetahui cara 
mengkoreksi 
RAB 

 

5.Mengoptimalkan 
data-data yang 
akan diminta 
untuk bahan 
Tugas Akhir 

     

Bersambung 
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Sambungan 

No. Jadwal 

Kegiatan 

Jenis Kegiatan Pengawas 

Kegiatan 

Hasil 

(a) (b) (c) (d) (e) 

  6. Lepas pisah 
peserta 
magang 
dengan 
karyawan 
dan 
karyawati 
PT Kereta 
Api 
Indonesia 
(Persero) 
Daop 9 
Jember unit 
Keuangan 
dan Pajak 

   

 

 

3.2 Ruang Lingkup Kegiatan 

 Pada bagian Keuangan dan Pajak mengurusi pengurusan seputar Pajak 

Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak 

Penghasilan Pasal 4 ayat (2), Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Pertambahan 

Nilai. Selain pajak, pada bagian keuangan dan pajak juga mengurusi anggaran yang 

berhubungan dengan perusahaan. Penulis hanya fokus terhadap prosedur pemungutan 

PPh pasal 4 ayat (2) atas pembuatan saluran boxculvert. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

 Jenis data yang digunakan penulis dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir 

Praktik Kerja Nyata (PKN) adalah jenis data berdasarkan sumbernya. Menurut 

(Supranto, 2008:11), terdapat dua jenis data berdasarkan sumbernya, yaitu data 

primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh 
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penulis dari sumber utamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam 

laporan Praktik Kerja Nyata ini adalah Assisten Manager Keuangan dan Pajak dan 

Karyawan Pelaksana Keuangan dan Pajak PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 

Jember. Sedangkan data sekunder adalah data yang langsung dikumpulkan oleh 

penulis sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang 

tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.  

 Dalam kegiatan Praktik Kerja Nyata ini, penulis melakukan pengumpulan 

data laporan menggunakan data primer. Karena pengumpulan data diperoleh dari 

hasil wawancara dengan sumber utamanya langsung, dimana sumber utamanya 

adalah Bapak Hasanuddin selaku pelaksana keuangan dan pajak dan sebagai 

pembimbing mahasiswa dalam kegiatan Praktik Kerja Nyata. Wawancara dilakukan 

untuk mengetahui tata cara pemungutan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas 

pembuatan saluran boxculvert wilayah Probolinggo pada PT Kereta Api Indonesia 

(Persero) Daop 9 Jember. Pengumpulan data secara sekunder didapat data berupa 

surat perjanjian kerja dengan vendor yang telah dipilih, undang-undang, dan bukti 

potong pembayaran. 

3.3.2 Sumber Data 

 Sumber data yang didapat oleh penulis dari PT Kereta Api Indonesia 

(Persero) Daop 9 Jember bagian Keuangan dan Pajak. Penulis juga dibimbing oleh 

Bapak Hasanuddin selaku staf pelaksana keuangan dan pajak pada PT Kereta Api 

Indonesia (Persero) Daop 9 Jember.  

3.4 Metode Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data merupakan tahapan pertama dari kegiatan statistika. Dalam 

pengumpulan data harus diketahui dahulu untuk apa data itu dikumpulkan. Apapun 

tujuan pengumpulan data, harus diketahui objek yang akan diselidiki. Tujuan 

pengumpulan data selain untuk mengetahui jumlah objek, juga mengetahui 

karakteristik dari objek-objek tersebut.  

 Pengumpulan data dari Praktek Kerja Nyata ini, penulis menggunakan alat 

atau device untuk memperoleh keterangan dari objek antara lain: 
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1) wawancara; 

2) observasi atau pengamatan langsung. 

 Pertanyaan wawancara untuk mendapatkan sumber data yang diajukan pada 

narasumber, berdasarkan pada dua tujuan sama, yaitu: 

a. memperoleh informasi atau data dengan maksud dan tujuan survei. Rancangan 

pertanyaan harus benar-benar sesuai dengan situasi di mana lingkup topik yang 

diselidiki dapat dibatasi. Informasi yang dikumpulkan harus berupa fakta dan 

bersifat objektif sesuai dengan tujuan survei. Selain itu, pertanyaan-pertanyaan 

tersebut hanya ditujukan kepada responden yang diketahui berhak dan mampu 

menjawabnya; 

b. mengumpulkan informasi dengan ketelitian dan kecermatan yang dapat 

dipertanggung jawabkan. Tingkat ketelitian informasi yang dikumpulkan dapat 

diperoleh apabila kuesioner disusun secara sederhana. Selain itu, pertanyaan yang 

diajukan kepada narasumber  harus mudah dimengerti serta adanya keseragaman 

peristiwa dan petunjuk pengisiannya. 

  

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


67 
 

5.2 Saran 

 Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan 

kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN) pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 

Jember, kegiatan perpajakan khususnya pada pemungutan Pajak Penghasilan pasal 4 

ayat (2) atas pembuatan saluran boxculvert sudah berjalan dengan baik. Menyangkut 

kegiatan perpajakan, kedepannya diharapkan PT Kereta Api Indonesia (Persero) 

Daop 9 Jember di dalam prosedur pemungutan pajaknya tetap mempertahankan tidak 

terlambat dalam kewajiban perpajakannya agar tidak mendapatkan sanksi 

administrasi. 
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Lampiran 1. Surat Pengantar Magang 
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Lampiran 2. Surat Balasan dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember 
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Lampiran 3. Surat Tugas Magang di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 

Jember 
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Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi 
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Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Pembimbing 
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Lampiran 6. Daftar Hadir Praktik Kerja Nyata 
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 Lampiran 7. Nilai Hasil Praktik Kerja Nyata 
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Lampiran 8. Penawaran Harga 
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Lampiran 9. Pakta Integritas 
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Lampiran 10. Surat Perintah Kerja (SPK) 
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Lampiran 11. Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa Secara Langsung 
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Lampiran 12. Permohonan Dana 
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Lampiran 13. Persetujuan Dana 
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Lampiran 14. Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi 
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;Lampiran 15. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) 
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Lampiran 16. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Rekanan 
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Lampiran 17.  Surat Pengujian Pekerjaan/Penerimaan Pekerjaan 
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Lampiran 18. Pemeriksaan Fisik Oleh Panitia Penguji/Penerimaan Barang/Jasa 
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Lampiran 19. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan I 
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Lampiran 20. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan I 
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Lampiran 21. Berita Acara Pemeriksaan ke II 
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Lampiran 22. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan ke II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


105 
 

Lampiran 23. Nota Tagihan dari Pihak Rekanan 
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Lampiran 24. Faktur Pajak 
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Lampiran 25. Surat Permintaan Pembayaran (A9) Kepada Pemasok 
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Lampiran 26. Bukti Pembelian Barang Langsung/Jasa 
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Lampiran 27. Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final atas Penghasilan dari Usaha 

Jasa Konstruksi   
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Lampiran 28. Surat Setoran Pajak (SSP) PPN 
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Lampiran 29. Surat Permintaan Pembayaran (A9) untuk Pembayaran Pajak 
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Lampiran 30. Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak PPh Final 
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Lampiran 31. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Final pasal 4 ayat (2) 
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Lampiran 32. Bukti Penerimaan Surat 
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Lampiran 33. Perbaikan Pembuatan Saluran Boxculvert BH. 250a KM.58+490 antara 

Bg-Ps Koridor Bg-Pb 
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Lampiran 34. Penulangan Pembuatan Saluran Boxculvert BH. 250a KM.58+490 

antara Bg-Ps Koridor Bg-Pb 
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Lampiran 35. Daerah Rel Kereta Api BH.250a Koridor: Bg-Pb 
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Lampiran 36. Daerah Rel Kereta Api BH.250b Koridor: Bg-Pb 
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Lampiran 37. Daerah Rel Kereta Api BH.250c Koridor: Bg-Pb 
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Lampiran 38. UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan 
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Lampiran 39. PMK Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, 

Penyetoran, dan Pelaporan PPh atas Usaha Jasa Konstruksi 
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Lampiran 40. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2008 tentang PPh atas Penghasilan 

Usaha Jasa Konstruksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


124 
 

Lampiran 41. UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan 
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Lampiran 42. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 11 tahun 2013 

tentang registrasi usaha jasa perencana dan pengawas konstruksi 
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Lampiran 43. Transkrip Wawancara  

Narasumber  : Bapak Hasanuddin 

Jabatan  : Pelaksana Keuangan dan Pajak   

Waktu Pelaksanaan : Jumat, 07 April 2017  

Pertanyaan  : 

1. Siapa yang menyetorkan PPh pasal 4 ayat (2)? Apakah pihak rekanan atau PT 

Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember? 

2. Sistem pemungutan pajak pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember 

menggunakan apa? 

3. Kapan batas penyetoran Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2)? 

4. Kapan batas pelaporan SPT Masa PPh pasal 4 ayat (2)? 

5. Apakah pembuatan saluran boxculvert selalu ada tiap tahunnya? 

6. Bagaimana prosedur pemungutan pajak penghasilan final atas pembuatan saluran 

boxculvert di wilayah Probolinggo? 

7. Apa saja dokumen yang dikirimkan ke PT Kereta Api Indonesia (Persero) Pusat? 

8. Mengapa harus diadakan lelang dengan pihak-pihak rekanan? 

Jawaban  : 

1. Yang menyetorkan PPh pasal 4 ayat (2) adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) 

Daop 9 Jember. 

2. Sistem pemungutan pajak pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember 

menggunakan withholding system. Karena withholding system adalah sistem 

pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus 

dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak 

yang terutang oleh Wajib Pajak.Ciri-cirinya adalah wewenang memotong atau 

memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan 

Wajib Pajak. 

3. Batas penyetoran Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) adalah tanggal 10 bulan 

berikutnya. PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember tidak pernah 
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terlambat dalam penyetoran pajak, pasti sebelum tanggal 10, kita sudah menyetor 

membayar pajak ke Bank Persepsi. Yang membayar adalah PT Kereta Api 

Indonesia (Persero) Pusat. 

4. Batas pelaporan SPT Masa PPh pasal 4 ayat (2) adalah pada tanggal 20 bulan 

berikutnya. PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember tidak pernah 

terlambat dalam pelaporan pajak ke KPP Pratama Jember. Karena, jika ada 

keterlambatan pelaporan, maka perusahaan akan dikenakan sanksi yang dapat 

merugikan perusahaan itu sendiri. 

5. Pembuatan saluran boxculvert tidak selalu ada tiap tahunnya. Tidak mesti, karena 

dilakukannya pembuatan saluran ini jika darurat saja. Misalkan, terkena banjir 

maka dibuatlah saluran boxculvert itu. Jika sudah parah, maka dibuatlah saluran 

boxculvert untuk mengantisipasi adanya kebanjiran agar perlintasan di rel kereta 

api tidak menghambat jalannya kereta api tersebut. 

6. Prosedur pemungutan pajak penghasilan final atas pembuatan saluran boxculvert 

di wilayah Probolinggo adalah sebagai berikut : 

1) Surat Perintah Kerja (SPK) 

Surat perintah kerja berbentuk kontrak kerja antara pihak vendor dan PT 

Kereta Api Indonesia (Persero). SPK dibuat untuk jumlah kontrak di bawah 

Rp 500.000.000, sedangkan di atas Rp 500.000.000 menggunakan sistem 

lelang. 

2) Bukti Pembelian Barang Langsung/Jasa (A13 A) 

Pejabat Pengesahan Pembayaran (PPP) menerbitkan bukti pembelian 

langsung barang dan jasa (A13A) dan membuat surat permintaan pembayaran 

(A9) untuk mengeluarkan uang dari bendaharawan PT Kereta Api Indonesia 

(Persero) Daop 9 Jember. 

3) Surat Permintaan Pembayaran (A9) Pajak 

Surat permintaan pembayaran (A9) diterbitkan untuk mengeluarkan uang dari 

bendaharawan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember untuk 

membayar pajaknya. 
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4) Kemudian PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember melaporkan 

SSP dan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember. Setelah itu, pihak 

KPP memberikan bukti penerimaan surat sebagai bukti bahwa PT Kereta Api 

Indonesia (Persero) Daop 9 Jember sudah melaporkan dan telah membayar 

pajaknya. 

5) Pengiriman semua bukti dokumen-dokumen ke Kantor Pusat PT Kereta Api 

Indonesia (Persero) Bandung melalui email, berupa SSP, bukti potong, dan 

SPT masa PPh pasal 4 ayat (2),sebagai arsip kantor pusat PT Kereta Api 

Indonesia (Persero). 

7. Dokumen yang dikirimkan ke PT Kereta Api Indonesia (Persero) Pusat adalah 

berupa SSP, bukti potong, dan SPT masa PPh pasal 4 ayat (2),sebagai arsip 

kantor pusat PT Kereta Api Indonesia (Persero). Hanya hard copy saja yang 

dikirim melalui e-mail PT Kereta Api Indonesia (Persero). 

8. Harus diadakan lelang dengan pihak-pihak rekanan karena jika transaksi 

usahanya diatas Rp 500.000.000, maka diadakan lelang. Tetapi, jika dibawah Rp 

500.000.000, tidak perlu lelang tetapi langsung penunjukan pihak rekanannya. 
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